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EDITORIAL

Jurnal Legalitas Volume 1 Nomor 1 Bulan Februari kali ini
mengetengahkan beberapa tulisan dari berbagai bidang Ilmu Hukum, yang
diawali oleh tulisan dari mahasiswa Program Doktor Universitas Hasanudin
yakni Fenty U. Puluhulawa, di bidang Hukum Pidana tentang Perlindungan
Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Tulisan berikutnya masih dalam bidang hukum yang sama yakni
masing-masing oleh Umim Kango, dengan judul artikelnya yakni Bentuk-
Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan. Berikutnya tulisan Radia Hafid,
mengenai Perlawanan Kaum Buruh Perempuan. Selanjutnya Rosma Kadir,
menulis tentang Kejahatan Intelektual Dalam Persfektif Kemerdekaan. Keempat
pembahasan dari tulisan di atas mengajak kita semua bagaimana menghargai dan
menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan/kebebsan terutama kaum
perempuan,

Dalam tulisan berikutnya yakni Hukum Acara oleh Moh Rusdyanto
Puluhulawa, mencoba memaparkan betapa pentingnya arti dari kedudukan
seorang saksi dalam proses beracara. Tema artikel ini adalah Whistle Blower
Dan Crown Witness Dalam Proses Peradilan.

Selanjutnya Jurnal Legalitas edisi ini memuat dua tulisan tentang
Hukum Agraria/ Pertanahan serta dua tulisan tentang Hukum Lingkungan.
Tulisan Hukum Agraria pertama yakni oleh saudari Nirwan Yunus, dengan
judul Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai Amanat UUD 1945. Tulisan
kedua mengenai Hukum Agraria yakni oleh Faried Th Musa, dengan judul
Penerapan Nilai Sosial Dalam Hukum Pertanahan. Selanjutnya dalam bidang
Hukum Lingkungan oleh Abubakar Sidik Katili menawarkan konsep
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kebijakan dan pemanfaatan lingkungan. Dalam artikel ini beliau memilih
topiknya yakni Kebijakan Pemanfaatan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam. Demikian juga tulisan oleh Doktor Lingkungan Fadliah
yang mencoba menguraikan permasalahan-permasalahan dalam dunia kehutanan
di Indonesia. Tema artikel ini yakni Problematika Penanganan Illegal Logging.
Dalam rangka menjaga efektifitas kebijakan yang sudah diambil maka
diperlukan sanksi hukumnya. Karenanya dalam artikelnya Dian Ekawaty
Ismail, mencoba menguraikan arti pentingnya Penanggulangan Tindak Pidana
Lingkungan Hidup.

Dalam Jurnal Legalitas ini ada juga tulisan bidang Hukum Bisnis dan
Hukum Islam yakni oleh Zulfia Abdussamad, dengan memilih topik
Keterlibatan Konsumen Dalam Pembelian Sebagai upaya Perlindungan
Konsumen. Selanjutnya dalam bidang Hukum Islam Nur Mohamad Kasim,
memaparkan Tentang Aspek Politik Hukum Dari UU Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengeolaan Zakat.

Pada akhirnya Jurnal Legalitas ditutup oleh dua tulisan dalam bidang
Hukum Kebijakan Publik dan Hukum Keuangan Negara yakni oleh Mahyudin
Biga dengan judul artikelnya yakni Kebijakan Kebijakan Dalam Organisasi
Birokrasi Modern. Selanjutnya Frahmawati Bumulo dengan artikelnya Peran
APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tulisan ini memaparkan begitu
pentingnya peranan dari APBD dalam pengembangan daerah.

Redaksi.
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WHISTLE BLOWER DAN CROWN WITNESS
DALAM PROSES PERADILAN

QOleh: Moh Rusdyanto Puluhulawa

Abstract

Explanation of eyewitness is important factor in proving truth in a
conference process, this thing is drawn fo explains by placing
description of eyewitness in first sequence above equipment of other
evidence. Remembers position of eyewitness of vital importance in
process of court, from criminal court, hence required an institute which
able 1o give guarantee to protection of eyewitness.

In Indonesian, term whistle blower unknown fo in the law and
regulation. Whistle blower can be meant them reporting existence of a
crime without involving in the crime, mean doesn't follow in crime,
Whereas crown witness can mean accused ready to assist investigator
to express afl crime and unfolds all invelving performer.

Protection of eyewitness and victim hardly need fo be done for the
shake of fluency solving of a case. Imaginable if only evewitness only be
aside it go hang after completed executing duty as evewitness. 'eeling
is not safe and sneaking would always haunts just for who coincidentty
becomes evewitness, because it is not impossible threat in the form of
terror even threat will lose soul would come every when.

Kata Kunci; Whistle Blower, Crown Witness, Perlindungan Hukum,
Proses Peradilan

Pendahuluan

Berhasil atau tidaknya suatu
" perkara hukum diselesaikan sangat
dipengaruhi keterangan saksi yang
dihadirkan dalam perkara yang
bersangkutan. Sedemikin pentingnya
posisi saksi dalam suatu perkara
sampai-sampai  tidaklah  mustahil

kalau suatu perkara kandas atau tidak
pernah selesia di tengah jalan karena
ketiadaan saksi yang mendukung.
Dalam berbagai peraturan yang
pemah ada selama ini ternyata tidak
berpihak pada posisi saksi. Di Kitab
Undang-Undang  Hukum  Acara
Pidana (KUHAP) terlihat

u
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ketimpangan kondisi tersebut jika
dibandingkan dengan perlindungan
dan jaminan hak dar seorang
tersangka atau terdakwa. Tersangka
atau terdakwa diberi hak mendapat
pendampingan  pengacara  sejuk
proses penyelidikkan sampai pada
pembacaan putusan, bahkan sampai
pada upaya hukum. Lain halnya
dengan saksi yang hanya mendapat
perlindungan tetapi terbatas. Padahal
sesuai aturan vuridis, keterangan
saksi termasuk salah satu alat bukti.

Bayak saksi dalam kasus-kasus
besar seperti korupsi. pembalakan
liar, sampai pelanggaran hak asasi
manusia (HAM) yang takut karena
tekanan kekuasaan, ditambah hukum
yang kurang berpihak kepadanya,
akhirnya memilih bungkam. Tak
jarang  mereka  justru  diubah
statusnya jadi tersangka oleh aparat.

Menjadi saksi merupakan
kewajiban yang diisyaratkan dalam
UU atau sistem hukum kita. Karena
saksi mclihat, mendengar, atau
mengalami suatu peristiwa. Namun
sayang, kewajiban yang diisyaratkan
dalam UU maupun sistem hukum
kita  tersebut, tidak selamanya
membuat masyarakat atau siapapun
yang kebetulan mempunyai hak dan
kewajiban mau memberikan
keterangan tentang apa yang mereka
lihat, dengar, dan saksikan terhadap
suatu tindak pidana,

Kcbanyakan masyarakat yang
melihat sesuatu peristiwa enpggan

menjadi saksi karena mereka takut
menjadi  korban  atau  tindak
kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja
karena belurn adanya jaminan
kesclamatan diri bagi saksi yang mau
menceritakan suatu peristiwa yang
dilihat atau disaksikannya. Di
samping itu dalam pratk di
lapangan, perolehan hak-hak saksi
vang termuat dalam sistem peradilan
pidana yaitu adanya keadilan,
pengayoman, dan penghormatan atas
harkat dan martabat manusia. tidak
terpenuhi selama ini.

Keengganan masyarakat ini tentu
saja tidak boleh dibiarkan berlarut
larut.  Masyarakat harus didorong
untuk mau memberikan keterangan
tentang suatu tindak pidana yang
mereka dengar, lihat dan saksikan.
Karena saksi dalam sebuah proses
peradilan pidana adalah kunci untuk
memperoleh  kebenaran  materil
dalam mengungkap suatu tindak
pidana yang terjadi. Di samping itu,
dengan adanya saksi diharapkan
dapat meningkatkan jumlah kualitas
pelaporan suatu kejahatan. Akibat
dari keadaan ini, banyak tuntutan
jaksa yang gagal menyerct pelaku
tindak pidana ke penjara. Sehingga
wibawa peradilan untuk memenuhi
rasa keadilan masyarakat menjadi
tidak berarti dalam memproses snatm
kejahatan.  Perlindungan  terhadap
saksi adalah suatu keniscayaan yang
tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam
gistem hukum kita
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Hakekat Saksi
Lahirnya Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban,
diharapkan ketimpangan yang terjadi
selama ini segera dapat teratasi.
Posisi dan jaminan perlindungan
terhadap  saksi  sedapat mungkin
divujudkan. Keberadaan Undang-
undang  yang mengatur  tentang
perlindungan  saksi  dan  korban
merupakan suatu hal yang sangat
diperlukan di tengah-tengah
masyarakat bagi mereka yang
mencari keadilan, apabila telah
temadi hal hal yang tidak sesuai
cengan yang diatur dalam Undang

mdang,
Saksi adalah mereka yang
mempunyai  pengetahuan  sendiri

terdasarkan apa yang  dialaminya,
Sithamya, danfatau  didengarnya
serxenaan dengan dugaan terjadinya
seztu tindak pidana. Berdasarkan
fsfinisi tersebut, maka tidaklah
wusiahil saksi adalah juga korban
mozk vang dirugikan dari peristiwa
Ersebut.

Dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP
=25 secara tegas diberikan rumusan
wmrzng saksi, yaitu: “orang  yang
Zepet memberikan keterangan guna
szmentingan penyidikan, penuntutan
Zan peradilan tentang suatu perkara
wwiemz vang ia dengar sendiri, ia lihat
semim dan  ja  alami  sendini”.
Selamuemya dalam rumuosan Pasal 1
me (1) UU No 13 tghun 2006

dinyatakan bahwa Saksi adalah orang
yvang dapal memberikan keterangan
guna  kepentingan  penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang suatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri.

Menurut  Jimly  Asshiddigie
(2006: 221), kata saksi mengandung
arti seseorang yang memberikan
pernyataan atau menandatangani
kesaksian dalam suatu dokumen
sebagai alat bukt di kemudian hari
atau seseorang yang memberikan
keterangan berdasarkan kesaksiannya
sendiri, didengar sendiri, dirasakan
sendiri, atau dialami sendiri.

Defenisi  saksi  itu  sendiri
menuru!  penulis secara harafiah
dapat diartikan sebagai orang yang
dapat memberikan keterangan atau
informasi guna kepentingan
penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan dalam rangka
pembuktian tentang suatu perkara
pidana yang saksi dengar sendini,
lihat sendiri, dan alami sendir.,
sampai  pengadilan memutuskan
perkara tersebut.

Pada dasarnya, siapa saja dapat
menjadi saksi yang diajukan untuk
memberikan  kelerangan menurut
kesaksiannya dalam  persidangan.
Karena itu, siapa saja dapat dianggap
memenuhi  syarat untuk menjadi
saksi, kecuali orang yang tidak sehat
mental atau sakit jiwa dan untuk

I.:E.J
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kasus-kasus tertentu anak kecil yang
belum dewasa. Saksi diharapkan
dapat menjelaskan rangkaian
kejadian yang berkaitan dengan
sebuah peristiwa yang menjadi obyek
pemeriksaaan di muka persidangan.
Saksi, bersama alat bukti lain, akan
membantu hakim untuk menjatuhkan
putusan yang adil dan obyekuf
berdasarkan fakta-fakta hukum yang
dibeberkan.

Kesaksian pada umumnya selalu
diberikan  secara  lisan  dalam
persidangan terbuka untuk umuom.
Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu,
dengan persetyjuan majelis hakim,
kesaksian dapat saja diberikan secara
tertulis. Misalnya karena pada saat
peisidangan saksi jatuh sakit yang
tidak memungkinkan baginya untuk
menghadin persidangan.

Pada dasarnya dikenal ada
beberapa macam saksi yakni Adverse
Witness, Hostile Witness, Zealous
Witness, dan juga Perjury. Adverse
Witness  adalah  saksi  yang
memberikan keterangan yang justru
merugikan pihak vang mengajukan
kesaksiannya dalam persidangan.
Hostile Wimess adalah saksi yang
justru  memusuhi pihak  yang
mengajukannya  sendiri.  Zealuos
Witness adalah saksi yang berpihak
pada salah satu pihak terutama
kepada yang meminta kesaksiannya.
Sementara Perjury adalah saksi yang
memberikan keterangan palsu atau

tidak benar dan berada di bawah
sumpah.

Dalam sebuah proses peradilan
pidana, saksi adalah kunci untuk
memperoleh  kebenaran  materil.
Teorinya dapat kita Iihat dalam
pasal-pasal di bawah ini sebagai
berikut:

Pasal 184 -185 Kitab Undang-
undang Hukum  Acara Pidana
(KUHAP) UU No. 8/1981 sccara
tegas mengambarkan hal tersebut,
Pasal 184 menempatkan keterangan
sakst di urutan pertama di atas alat
bukti lain berupa keterangan ahli,
surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP
metyatakan, “keterangan scorang
saksi saja  tidak cukup untuk
membuktiken  bahwa  terdakwa
bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya.” Pasal 185
ayat (3) KUHAP  berbunyi,
“Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tidak berlaku apabila
disertai dengan alat hukti yang sah
lainnya,” Hal ini dapat diartikan
bahwa keterangan lebih dari 1 (satu)
orang saksl saja tanpa disertai alat
bukti lainnya, dapat dianggap cukup
untuk membuktikan apakah seorang
terdakwa bersalah/tidak.

Hak-Hak Yang Dimiliki Seorang

Saksi
Dalam

perlindungan  saksi

undang- undang
dan korban,
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diatur secara jelas tentang hak-hak
vang diberikan. Hak-hak yang
diberikan kepada saksi itu diatur
lebih lengkap dalam Pasal 5 avat (1)
vang berbunyi sebagai berikut:
Pertuma, memperoleh perlindungan
atas keamanan pribadi, keluarga, dan
harta bendanya, serta bebas dari
ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang, atan
zlah diberikannya. Kedua, ikut serta
dalam  proses  memilih  dan
mentukkan bentuk perlindungan dan
dukungan  keamanan. Ketiga,
memberikan  kelerangan  lanpa
t=kanan, Keempat, mendapat
Zentitas baru. Kelima, mendapatkan
w=diaman baru. Keenam, mem-
ceroleh pergantian biaya transportasi
sesual dengan kebutuhan. Ketujuh,
m—emperoleh bantuan biaya hidup

sementara sampai batas  waktu
serimdungan berakhir,
Mengenai hak-hak yang

Zroerikan kepada saksi sebagaimana
Zissbutkan dalam Pasal 5 ayat (1)
mesn dianggap kurang sempurna,
szbzb masih terdapat
mencampuradukkan  hak-hak  bagi
s=muz saksi tindak pidana dengan
wae-bak saksi-saksi tertentn. Hal lain
owsz vang perlu diperhatikan adalah
pexiorva koordinasi dalam
Jmemizlznkan program  perlindungan
sk Komisi Pemberantasan
“oommos (KPK), vakni komisi vang,
sucak mempraktekkan upaya
e imcungzan saksi, mengungkapkan

bahwa di lapangan, koordinasi antar
departemen masih lemah.

Perlindungan Terhadap Pelapor
Dan Saksi

Menurut  Benyamin  Wagner
perwakilan dan kejaksaan Amerika
Serikat dalam Anna C Sinaga, (2006
:53), menyatakan program perlin-
dungan saksi akan membutubkan
otoritas departemen-departemen
terkait dalam melindungi saksi, tidak
hanya kejaksaan dan kepolisian.

Perlindungan saksi dan korban
sangat  perlu  dilakukan  demi
kelancaran penyelesian suatu
perkara. Dapat dibayangkan
seandainya saksi hanya dibiarkan
begitu  saja  setelah  selesal
melaksanakan tugas sebagai saksi,
Perasaan tidak aman dan was-was
akan sclalu menghantui bagi siapa
saja vang kebetulan menjadi saksi,
karena  bukan tidak  mungkin
ancaman berupa teror  hahkan
ancaman akan kehilangan jiwa akan
selalu datang setiap saat. Saksi
memegang peranan penting dalam
penyelesaian suatu perkara. Olgh
karenanya, jaminan perlindungan
tethadap seorang saksi  adalah
sesuatu yang perlu harus dibenkan.

Menurut Yenti Gamasih, ada
dua bentuk model perlindungan yang
bisa diberikan kepada saksi dan
korban. Pertama Procedural Righis
Model. Meodel ini memungkinkan
korban berperan aktif dalam proses

iJ
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peradilan tindak pidana. Korban
diberikan akses yang luas untuk
meminta segera dilakukan
penuntutan.. Tidak hanya itu korban
juga berhak meminta dihadirkan atau

didengarkan keterangannya dalam
setiap persidangan dimana
kepentingan korban terkait
didalamnya. Termasuk pemberi-

tahuan saat pelaku tindak pidana
dibebaskan. Model ini memerlukan
biaya yang cukup besar. Pasalnya,
dengan besarnya keterlibatan korban
dalam proses peradilan maka biaya
administrasi peradilan pun akan
melonjak. Proges persidangan bisa
lama dan tidak sederhana.

Bentuk perlindungan yang kedua
bemaima The Service Model. Model
i1 menentukan standar baku tentang
pelayanan terhadap korban yang
dilakukan oleh polisi, jaksa dan
hakim. Misalnya pelayanan
keschatan, pendampingan, pemberian
kompensasi dan ganti rugi serta
restitusi. Banyaknya pelayanan yang
harus diberikan kepada saksi dan
kotban  menyebabkan  efisiensi
pekerjaan dari penegak hukum tidak
tercapai. Efek lain sulit memantau
apakah pelayanan itu benar-benar
diterima saksi dan korban.

Menurut Yenti Gamasih model
vang bisa diterapkan di Indonesia
adalah kombinasi keduanya.
“Indonesia kan selalu susah dalam
hal koordinasi,” terangnya. Oleh
karena itu, kedua model itu harus

disesnaikan dengan keadaan
Indonesia. Harus diukur scjauhmana
saksi dan korban bisa terlibat dalam
proses peradilan, Begitu pula tentang
pemenuhan hak yang dapat diberikan
kepada saksi dan korban (Hukum
Online. Com tanggal 2 November
2007). Adanya perlindungan yang
memadai terhadap pelapor dan saksi
yang mengetahui tindak pidana,
terutama tindak-tindak pidana khusus
seperti  korupsi, illegal logging,
membuat mercka terpicu
keberaniannya  untuk  memben
kesaksian. Pasal 32 Konvensi
Antikorupsi  Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNCAC) dapat menjadi
acuan bagaimana saksi, saksi ahli,
korban dan pelapor harus dilindungi
keamanan diri dan keluarganya dari

pembalasan dan intimidasi.
D1 Indonesia sendiri
perlindungan saksi diatur dalam

Pasal 8 dan Pasal 36 UU No 13 tahun
2003 tentang Perlindungan Saksi
Dan Korban, Berdasarkan amanat
undang-undang tersebut, dibentuklah
Lembaga Perlindungan Saksi Dan
Korban (LPSK). Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) sendiri dalam UU No 13
tahun 2006 mempunyai makna
adalah lembaga yang bertugas dan
berwenang  untuk  memberikan
perlindungan  dan  hak-hak lain
kepada Saksi dan  Korban
secbagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
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Whistle Blower Dan Crown
Witness
Whistle  Blower  merupakan

istilah yang dikenal di Amerika
Serikat, yang dapat berarti mereka
vang melaporkan terjadinya pidana.

Untuk itu di  Amerika Serikat
mengenal  undang-undang  yang
mengatur  whistle  blower yakni,

Fhistle Blower Protection Act yang
mempunyai fungsi untuk melindungi
oara pegawai  dari pembalasan

Sendam  pegawai  lain  yang
Zilaporkan  karena  melakukan
s2salahan,

Indonesia sendiri, istilah whistle
~ower tidak dikenal dalam peraturan
oerundang-undangan. Namun dalam
srakiiknya UU Ne 20 tahun 2001
“eatang Pemberantasan  Tindak
“idana Korupsi, maksud dan hakekat
= whistle blower dapat dilihat
Zi'am Pasal 31 Undang-Undang
“emberantasan  Tindak  Pidana
“.orupsi yakni perlindungan terhadap
melzpor dan saksi. whistle blower
sendiri dapat dimaknai mercka yang
mezporkan  adanya  suatu  tindak
Tuiana tanpa terlibat di dalam tindak
guizma tersebut, artinya tidak ikut
telzn undak pidana.

Sementara itu, istilah crown
% mess atau biasa disebut juga saksi
Tuankotz dapat berarti tersangka yang
bersedia membantu penyidik
memzungkap seluruh kejahatan dan
memocherkan semua pelaku  yang
Witz Dengan demikian crown

wimess juga dapat juga dikatakan
schagai whistle Blower.

Antara crown  withness dan
whistle  blower,  kedua-duanya
mengungkap suatu tindak pidana.
Namun perbedaan antara keduanva
terletak pada, whistle blower bukan
tersangka, Sementara crown withess
adalah tersangka yang bersedia
melapor. Karenanya crown witness
sering discbut juga sebagai saksi
mahkota yang harus juga dilindungi
seperti pelapor lainnya yakni whistle
blower.

Menurut  Widodo  Supriyadi,
(2006: 17), dalam  praktik
perlindungan saksi di luar negeri
pemberian perlindungan diberikan
sampai proses peradilan pidana
selesai, bahkan sampai sewmur hidup
si saksi. Dalam berbagai kasus,
terutama yang menyangkut kejahatan
terorganisasi, saksi dan korban dapat
terancam walaupun terdakwa sudah
dihukum.

Perlindungan  hukum  bagi
seorang whistle blower dapal kita
lihat jaminannya dalam Pasal 10 ayat
(1) UU Perlindungan Saksi Dan
Korban yang berbunyi: ” saksi
korban, dan pelapor tidak dapat
dituntut secara hukum baik pidana
maupun  perdata atas laporan,
kesaksian yang akan, sedang, atau
telah  diberikannya”.  Sementara
intensif hukum bagi seorang crown
witness dapat dilihat pengaturannya
dalam Pasal 10 ayat (2) yang

L::.J
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berbunyi “seorang saksi yang juga
tersangka dala kasus vang sama tidak
dapat dibebaskan dari tuntutan
pidana apabila ia temyata terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah,
tetapi kesaksiannya dapat dijadikan
pertimbangan hakim dalam mering-
ankan pidana yang akan dijatuhkan.
Dengan demikian saksi mahkota
berhak mendapatkan insentif hukum
berupa keringanan hukuman.

Saat ini kalau kita cermati setiap
putusan hakim yang dihasilkan oleh
proses peradilan banyak mendapat
kritik dan protes vang begitu keras
dari berbagai pihak yakni orang
awam, kaum inteletual, kaum
pejuang hak-hak rakyat (LSM),
bahkan termasuk di dalamnya para
kaum ahli hukum, Kritik dan hujatan
terhadap putusan hakim tersebut
dilontarkan dengan alasan bahwa
putusan  hakim  sudah  tidak
didasarkan lagi pada hukum yang
berlaku. Dengan kata lain banyak
yang menganggap putusan hakim
tidak didasarkan lagi pada nilai
keadilan.

Sesungguhnya kalau kita mau
menyadari dan mencermati dengan
scksama bahwa putusan hakim
terutama dalam kasus-kasus tindak
pidana khusus seperti tindak pidana
korupsi  sudah  dipertimbangkan
secara cermat. Hal ini bukanlah
penulis membela korps dani para
hakim, tapi pertimbangkan yang
penulis kemukakan bahwa hakim

dalam  mengambil sikap dan
memutuskan perkara sudah memper-
timbangkan sepala aspek termasuk
aspek kepastian hukum, aspek
keadilan dan aspek kemanfaatan.
Namun penulis juga tidak dapat
membantah bahwa banyak juga
putusan  hakim  dalam  proses
peradilan vang tidak mencerminkan
ketiga aspek tersebut yakni keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Peristiwa atau ke¢jadian yang sering

terjadi  dalam praktik di mana
putusan  hakim  banyak  vyang
mengandung  kontroversial sudah

bukan hal yang Inar biasa. Hal ini
terjadi karena sikap dan moralitas
dari oknum-oknum hakim vang
memperjualbelikan putusan.

Dalam putusan hakim tentang
tindak pidana korupsi misalnya,
putusan hakim yang terjadi di awal
tahun 2009 tepamya tanggal 7
Januari tentang kasus dana BI vang
melibatkan banyak orang, putusan
hakim terhadap Hamka Yandu dan
Antony Zeidra Abidin belum tentu
dinggap mengandung kontroversi.
Hal ini menurut penulis putusan
hakim yang diambil didasarkan pada
proses dan kesaksian dari dua orang
tersebut. Tentunya kita tidat dapat
pungkin tentang status kesaksian dari
saudara Hamka dan Amntony. Olch
karena itu, penulis mengajak semua
pihak wuntuk tidak langsung pada
perang  opini  sesuai  dengan
interpretasi masing-masing, apalagi
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kalau perang opini tersebut sudah
melibatkan media elektronik dan
pers.

Kita semua sudah pasti tidak

menginginkan  masyarakat  akan
bertambah bingung dengan
mierprestasi  yang  berbeda-beda

tersebut. Masyarakat harus diberikan
mformasi  yang benar  tentang
cenistiwa  dan  status hukum  dan
putusan  hakim  yang  sudah
“ijatuhkan kepada kedua orang ini.
Semua pthak harus menyadari akan
& penting dari yang namanya
«msile blower dan crown witness.
Dalam peristiwa kasus BI,
“amka Yandu selain mengaku
menerima gratifikasi dana B, beliau
sega turus serta membongkar semua
7hak yang terlibat dan menikmati
“ran dana BI Menurut kesaksian
~zmka pengakuannya terhadap 52
wrzngz anggota DPR RI Komisi IX
pemode 1999- 2004 yang  terlibat
saut dihargai. Kesaksian [lamka,
wak masih di tingak penyidik sampai
Zemzan di pengadilan yang secara
@iof  dan kooperatif, telah
mendadukan saudara Hamka sebagai
ssis mahkota atau crown witness,
‘renanya kesaksian Hamka tersebut
semzknya mendapat perlindungan,

menzinzat resiko  yang  mungkin
wematt atas informasi yang
@benkannya.

flesaksian dan keberanian dani
“amks Yandu ijtulah yang men-
iz pertimbangan  keringanan

hukuman sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) UU perlindungan
saksi dan korban. Demikian juga
diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU
vang sama, kesaksian yang dibenkan
oleh Hamka menjadi pertimbangan
hakim untuk meringankan putusan.
Oleh karenanya, dalam kasus Bl ini
di mana Hamka dan Antony yang
didakwa dengan pasal yang sama

tiba-tiba dalam putusan hakim
berbeda masing-masing
hukumannya.

Dengan demikian putusan hakim
yang berbeda hukuman atas Hamka
dan Antony harus kita lihat juga dari
aspek pemenuhan keadilan. Hamka
dengan sikap berani dan kooperatif
mengungkap secara detail kasus dana
Bl, sementara Antony tidak seberani
dan kooperatif seperti Hamka sudah
tentu harus menerima hukuman yang
lebih berat. Karenanya putusan
hakim tentang tindak pidana korupsi
tanggal 7 Januari 2009 tidak serta
merta harus  dikatakan sebagai
putusan yang anch, sebagaimana
disinyalir oleh berbagai pihak.

Pada akhirnya kita harus melihat
dan belajar pada pengalaman-
pengalaman yang terjadi, terutama di
negara-negara yang sudah maju.
Sebagai contch perlu dikemukakan
adalah di negara USA perlindungan
terhadap whistle hlower dan crown
witness sangat diperhatikan.
Demikian juga di Korea Selatan
whistle blower dan crown witness

i.iij
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mendapat pengakuan dan perlin-
dungan secara hukum. Bahkan
mercka berhak mendapatkan
penghargaan dan hadiah atau reward
dalam mengungkap suatu kasus
hukum. Lebih dari itu mereka juga
mendapatkan  perlindungan  untuk
tidak dipecat dalam pekerjaannya.

Penutup

Perlindungan  saksi  whistle
blower dan crown witness belum

masih Kurang pemaham tentang
kedudukan dan status serta fungsi
whistle blower dan crown witness
dalam hukum acara kita.

Usaha yang dapat dilakukan
untuk memberikan jaminan
perlindungan terhadap saksi whistle
blower dan crown witness antara lain
dapat dilakukan dengan memperbaiki
sarana dan prasarana yang ada,
memperbaiki  kualitas  pendidikan,
memperbaiki kualitas dan kinerja

betjalanopthl, Bl ddblan,  Polsekiniom.
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